LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 9 2006 SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN LEMBAGA
TEKNIS DAERAH

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA’ALA,

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(6) dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis
Daerah, perlu ditinjau kembali;
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Mengingat

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas,

perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4548);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
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10.

11.

12.

13.

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 14 , Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4262);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara nomor 4593);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun
2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2004 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun
2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 10 TAHUN
2004 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10
Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan
Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan penulisan BAB VI, BAB VII, BAB VIII dan BAB IX diubah
menjadi BAB IV, BAB V, BAB VI dan BAB VII.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7
(1) Struktur Organisasi UPTD dan UPT terdiri dari :
a. Kepala;
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur Organisasi UPTD SMPN/SMAN/SMKN terdiri dari :
a. Kepala;
b. Kepala Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini.

3. Di antara BAB Ill dan BAB |V disisipkan 1 (satu) Bab, yaitu BAB IIIA
yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IlIA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7 A

(1) Pada UPTD dan UPT dapat dibentuk Kelompok Jabatan
Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

UPTD dan UPT yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan
Daerah ini dan untuk UPTD SMPN/SMAN/SMKN yang didirikan setelah
berlakunya Peraturan Daerah ini maka berlaku ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.
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Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 Juli 2006

BUPATI GARUT,

ttd

AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 6 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI D



